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BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR |9 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 123 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, periu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum
Pemungutan Pajak Daerah;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanlLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
PeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor  41.
Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pinrang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7081);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan I[nsentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah KabupatenPinrangTahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksuddengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah otonomi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

Perangkat Daerah yang selanjutnya didingkat PD adalah Perangkat Daerah
Kabupaten Pinrang.

Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah
Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan pendapatan
daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberitugas tertentu di bidang Perpajakan
Daerah dan Retribusi Daerah sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untu kkeperluan
Daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Subjek Pajak pajak adalah orang pibadi atau badan yang dapat dikenai
Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi  kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang danfatau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social
politik atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pajak official Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang penuh kepada pemerintah (fiskus atau petugas pajak) untuk
menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Pajak Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang  penuh  kepada  Wajib Pajak  untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
Dalam sistem ini, pemerintah (fiskus) hanya berfungsi sebagai pengawas
dan tidak terlibat langsung dalam penetapan besarnya pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor
identifikasi unik yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak kepada
setiap Wajib Pajak di Indonesia.

Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnyadisingkat PBB-P2 adalah Pajak atasbumi dan/atau bangunan
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkam oleh orang pribadi atau
Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman,

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat adalah nomor identifikasi
unik yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap objek pajak yang
dikenai Pajak Bumi dan Bangunan.

Nomor Objek Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat NOPD adalah
adalah nomor identitas objek Pajak scbagai sarana dalam administrasi
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnva disingkat PPAT adalah
pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta-
akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disingkat PPATS
adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk
melaksanakan tugas PPAT.
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Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP
ditentukanmelaluiperbandingan hargadenganobjek lain yang sejenis, atau
nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang
sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/ataupembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau
bukanobjek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan lampiran yang
tidak terpisahkan dari bagian SPOP.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administratif berupa
bunga dan / atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalahsurat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang
terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnyadi singkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjuinya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah yang terdapatdalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap
pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang
Pajak dari scmua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administrative berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Kolektor Pajak Kecamatana dalah petugas Pendataan dan Penagihan Pajak
di Kecamatan yang ditunjuk melalui penetapan oleh Bupati.

Juru sita Pajak adalah pelaksana indakan Penagihan Pajak yang meliputi
Penagihan Scketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan,
dan penyanderaan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, danj/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
professional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
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Perolechan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah
Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang
dan/atau jasa tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu vang dijual
dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun
tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman
dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan
listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi
dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau
fasilitas lainnya.

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di
luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan
sermnua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi,
dan/atau keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,
menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap
sesuatu.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam
dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah
mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara,

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air
tanah yang akan dikenai harga

Rekening Kas Umum Dearah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.
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Pajak Sell Assessment adalah adalah sebuah sistem di mana wajib pajak
secara mandiri menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang
terutang.

Pajak official assessment atau penilaian resmi pajak adalah suatu sistem
perpajakan di mana pemerintah secara langsung menghitung jumlah pajak
yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang.

BAB li
PAJAK OFFICIAL ASSESMENT

Pasal 2

Jenis Pajak Official Assesment yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri
atas:

a. PBB-P2Z;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen PKB
e, Opsen BBNKB
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Paragraf 1

Pendaftaran PBB-P2
Pasal 3

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak PBB-P2 wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek pajaknya kepada BAPENDA.

(2) Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mendaftar dengan
mengisi blangko formulir pendaftaran serta SPOP dan/atau LSPOP.

(3) Surat permohonan dan SPOP serta LSPOP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperoleh pada :

a. BAPENDA,;
b. kantor Kecamatan; dan
c. kantor desa / kelurahan.

(4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(5} Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan dokumen pendukung, meliputi:

1. fotokopi identitas diri Wajib Pajak;
2. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah dan
dokumen lain yang sejenis;

fotokopi persetujuan bangunan gedung bagi yang memiliki bangunan;

fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);

fotokopi SPPT tahun Pajak yang bersangkutan dan bukti SSPD pajak

tahun terakhir;

Fotocopy nomor induk berusaha dan

Fotokopi akta pendirian bagi badan usaha.

N kW



{6) Format formulir pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum
dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1} Kepala BAPENDA melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi
terhadap formular pendaftaran Wajib Pajak dan SPOP dan/atau LSPOP
yang telah diisi oleh Wajib Pajak.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan
memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (5).

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dinyatakan
lengkap, diberikan tanda terima berkas dan diproses lebih lanjut.

(4} Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dinyatakan
tidak lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Pasal 5

Untuk berkas pendaftaran yang sudah terverifikasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (4), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan NOPD terhadap
objek Pajak baru.

Paragraf 2
Pendaftaran Pajak Reklame

Pasal 6

{1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek pajaknya kepada Kepala BAPENDA.

(2) Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mendaftar dengan
mengisi formulir pendaftaran.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(4) Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

fotokopi identitas diri Wajib Pajak;

. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);

data Reklame yang akan dipasang;

Fotokopi nomor induk berusaha; dan

e. Fotokopi akta pendirian bagi badan usaha

(5) Data Wajib Pajak Reklame yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan
formulir pendaftaran dan dokumen pendukung selanjuinya dituangkan
kedalam kartu data oleh petugas pendaftaran.

(6) Format formulir pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

apop



Paragraf 3
Pendaftaran PAT

Pasal 7

(1) Wajib Pajak untuk jenis PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek
pajaknya kepada BAPENDA.

(2) Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mendaftar dengan
mengisi formulir pendaftaran.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(4) Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan dokumen pendukung meliputi:

a. fotokopi identitas diri Wajib Pajak;

b. fotokopi NPWP (bagi yang memiliki);

c. fotokopi ijin pengambilan air tanah yang dikeluarkan oleh instansi
berwenang;

d. foto meteran yang terpasang;

€. Surat Pernyataan siap mengurus Izin pengambilan air tanah bagi yang
belum berizin; dan

i. Fotokopi akta pendirian bagi badan usaha.

(S) Data Wajib PAT yang telah dinyatakan lengkap berdasarkan formulir
pendaftaran dan dokumen pendukung selanjutnya didaftar sebagai Wajib
Pajak PAT dengan menerbitkan:

a. kartu NPWPD; dan
b. surat Pengukuhan Wajib Pajak.

(6) Format formulir pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Paragraf 1
Pendataan PBB-P2

Pasal 8

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk
keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan dilakukan terhadap seluruh Bumi dan/atau Bangunan di
Daerah untuk PBB-P2.

(3) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh
Kepala BAPENDA.

(4) Hasil pendataan Wajib Pajak oleh petugas dimuat dalam SPOP dan
LSPOP dan ditanda tangani oleh petugas pendataan, dan petugas yang
berwenang.



Paragraf 2
Pendataan Pajak Reklame

Pasal 9

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data
objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek
Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan dilakukan terhadap seluruh objek dan Subjek Pajak Reklame
dengan menggunakan kartu data sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Pendataan PAT

Pasal 10

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek PAT
untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objeck Pajak
dan/atau Wajib Pajak, untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2} Pendataan dilakukan terhadap seluruh objek dan Subjek PAT dengan
menggunakan kartu data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pendataan PKB dan BBNKB
Pasal 11

(1} Kepala BAPENDA melakukan pendataan objek dan subjek Opsen PKB
dan Opsen BBNKB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan
data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, untuk keperluan administrasi
perpajakan Daerah.

(2) Pendataan dilakukan bersama Provinsi Sulawesi Selatan terhadap
seluruh objek dan subjek Opsen PKB dan Opsen BBNKB terhadap
seluruh objek dan Subjek PAT.

Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan PBB-P2

Pasal 12

(1) Kepala BAPENDA menetapkan PBB-P2 dalam bentuk SPPT yang dihitung
berdasarkan klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan.

(2) Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(3) Format SPPT, sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penetapan Pajak Reklame

Pasal 13

{1) NSR merupakan dasar pengenaan Pajak Reklame.

{2) Nilai sewa Reklame sebagimana dimaksud pada ayat (1)} diatur dalam
peraturan bupati Pinrang Nomor 3 tahun 2025.

(3) Kepala BAPENDA menetapkan Pajak Reklame dalam bentuk SKPD
berdasarkan kartu data.

(4) Format SKPD, sebagaimana dimaksud ayat (3), tercantum dalam
Lampiran IlI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penetapan PAT

Pasal 14

(1) Perhitungan besarnya PAT dituangkan dalam SKPD berdasarkan NPA.

(2) Kepala BAPENDA menetapkan PAT dalam bentuk SKPD dengan
berpedoman pada Keputusan Gubermnur Sulawesi Selatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran dan Penyetoran PBB-P2

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wajib Pajak
melakukan pembayaran Pajak yang terutang dan disetor RKUD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. disetorkan langsung melalui RKUD
b. pembayaran secara elektonik; dan atau
c. petugas pemungut/kolektor;

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(4} Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan SSPD PBB-P2 melalui Petugas
pemungut dengan memperlihatkan bukti berupa slip
setoran/pembayaran Pajak dari bank.

(5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik meliputi:

a. quick response code Indonesian standrard,
b. mobile bangking; dan atau
c. sistem pembayaran elektronik lainnya.



(6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} diberikan SSPD PBB-P2 melalui Petugas
Pemungut dengan memperlihatkan bukti pembayaran elektronik.

(7) Pembayaran Pajak yang dilakukan melalui petugas pemungut
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢, berhak mendapatkan SSPD
PBB-P2 dari petugas pemungut.

(8) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya
disetorkan oleh petugas pemungut untuk selanjutnya disetorkan RKUD.

(9) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran
pajak kecuali hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari
kerja berikutnya.

Paragraf 2
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Reklame

Pasal 16

(1) Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Wajib
Pajak melakukan pembayaran Pajak Reklame yang terutang dan disetor
RKUD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. disetorkan langsung melalui RKUD
b. pembayaran secara elektonik; dan/atau
c. petugas pemungut,

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan SSPD Pajak Reklame melalui Petugas
Pemungut dengan memperlihatkan bukti berupa slip
setoran/pembayaran Pajak dari bank.

(5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik meliputi:

a. quick response code Indonesian standrard;
b. mobile bangking; dan atau
c. sistem pembayaran elektronik lainnya.

(6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} diberikan SSPD Pajak Reklame melalui petugas
pemungut dengan memperlihatkan bukti pembayaran elektronik.

(7} Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf ¢, berhak
mendapatkan SSPD Pajak Reklame dari petugas pemungut.

(8) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya
disetorkan oleh petugas pemungut RKUD.

(9) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling
lama 1 (satu] hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran
Pajak kecuali hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari
kerja berikutnya.



Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran PAT

Pasal 17

(1)Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1}, Wajib
Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dan disetor ke RKUD.

(2]Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. disetorkan langsung melalui RKUD;
b. pembayaran secara elektonik; dan
¢. petugas pemungut;

(3)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(4)Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan SSPD PAT melalui petugas pemungut
dengan memperlihatkan bukti berupa slip setoran/pembayaran pajak
dari bank.

(S)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elekironik meliputi:

a. quick response code Indonesian standrard;
b. mobile bangking; dan atau
c. sistem pembayaran elektronik lainnya.

(6)Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} diberikan SSPD PAT melalui petugas pemungut
dengan memperlihatkan bukti pembayaran elektronik.

(7)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, berhak
mendapatkan SSPD PAT dari petugas pemungut.

(8)Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya
disetorkan oleh petugas pemungut ke RKUD.

(9)Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari ketja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran
pajak kecuali hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari
kerja berikutnya.

Paragraf 4

Bagian Kelima
Penagihan Pajak

Pasal 18

(1) Penanggung Pajak wajib membayar Pajak terutang sesuai jangka waktu
yang telah ditetapkan.

(2) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKFD, SKPDKB,
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(3) Kepala BAPENDA menghimbau Penanggung Pajak untuk melunasi
tagihan Pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan.

(4) Kepala BAPENDA menerbitkan surat teguran kepada Penanggung Pajak
yang tidak melakukan pembayaran atau pelunasan sesuai jangka waktu
yang telah ditetapkan.

(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara
bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.



(6) Dalam hal Penanggung pajak tidak melakukan pelunasan setelah terbit
surat teguran ketiga, Penanggung Pajak dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (5)
terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap
Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat
Paksa disampaikan, Bupati menerbitkan surat perintah melaksanakan
penyitaan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

(4) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah  dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan penyitaan, Bupati melalui Kepala BAPENDA dapat
melaksanakan penjualan melalui Kantor lelang terhadap barang yang
disita.

(5) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu
14 (empat belas) har terhitung sejak pengumuman lelang.

(6) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak dilakukan penyitaan.

(7) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum
dibayar.

Pasal 20

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya
atau berniat untuk itu;

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannyva di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan
usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 21

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung
Pajak vang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/ atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.



(3} Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 22

(1} Kepala BAPENDA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, kesesuaian nilai Pajak dan
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai perpajakan.

(2) Pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis resiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan minimal untuk:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD,

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/fatau

e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5} Untuk keperluan Pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan
tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan.

(6) Mekanisme dan tata cara Pemeriksaan Pajak diatur sebagai berikut:

a. pemeriksaan Pajak diawali dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan lapangan atau pengiriman surat panggilan dalam rangka
pemeriksaan kantor;

b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi covid-19, maka
Pemeriksaan Pajak bias dilaksanakan secara online atau daring;

¢. hasil pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib
Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan
dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan
melampirkan daftar temuan hasil Pemeriksaan;

d. Pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri
dengan Pembuatan laporan hasil Pemeriksaan ,serta produk hukum
yang dapat berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB; dan

€. Pemeriksaan untuk tujuan lain diakhiri dengan menerbitkan laporan
hasil pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya
permohonan Wajib Pajak.



Pasal 23

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (6), kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempa tatau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan secara jelas, benar dan
lengkap.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (6), hak Wajib Pajak yang diperiksa minimal:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan terutang ditetapkan secara
jabatan,

Pasal 24

(1) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD dalam jangka waktu paling
lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

(2) Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penectapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
Pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau
denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen] per bulan
dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnva
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



Bagian Ketujuh
Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1
Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu S (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak
kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD
atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} huruf b merupakan pengakuan tertulis dan komitmen Wajib
Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak
dan akan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kadaluwarsa Penagihan
dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 26

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan
prioritas Penagihan Pajak.

(2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(3) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan
dengan mempertimbangkan:

a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai
dengan batas waktu kadaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.



(5) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibuktikan

(1)

(2)

(1)

(2)

dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 27

Piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak orang pribadi

yakni piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau
kekayaan;

b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan,;

¢. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kadaluwarsa:

d.dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan; atau

e.hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk Wajib Pajak badan yakni piutang Pajak yang tidak dapat ditagih

lagi karena:

a. Wajib pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kadaluwarsa;

¢. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penclusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan; atau

d.hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/fatau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak

dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala
BAPENDA melakukan Penelitian setempat atau penelitian administrasi
yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil Penelitian.
Laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang pajak yang tidak
dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Bupati.

Pasal 29

(1) Berdasarkan laporan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal28 ayat (2), Kepala BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan
piutang pajak.

(2) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) minimal memuat:

a. NOPD;

b. nama dan alamat Wajib Pajak;
c. alamat objek Pajak;



d. jumlah piutang;
e. tahun Pajak; dan
f. alasan penghapusan piutang.
(3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 30

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (3}, Bupati menerbitkan keputusan tentang
penghapusan piutang Pajalk.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala BAPENDA melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang
Pajak; dan

b.hapus tagih dan hapus buku atas piutang Pajak tersebut sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 31

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, ataun SKPDN dikirim atau
tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

¢. kerusuhan missal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ atau

€. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak
terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2], ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
Keberatan.



(7} Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yvang
diberikan Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti
penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

Pasal 32

(1) Kepala BAPENDA harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (7).

(4) Keputusan Kepala BAPENDA atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/keietapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
BAPENDA tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima.

Paragraf 2
Banding

Pasal 33

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh
Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan
salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

(3} Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 {satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.



Pasal 34

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding,

(3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak,dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi
dwengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IlI
PAJAK SELF ASSESMENT

Pasal 35

Jenis Pajak Self Assesment yang dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
a. BPHTB;
b. PBJT terdiri atas;
1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
3. Jasa Perhotelan,;
4. Jasa Parkir:
5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
c. Pajalt MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran BPHTB

Pasal 36

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf a wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada
Kepala BAPENDA.

(2) Wajib Pajak BPHTB mendaftar melalui loket pelayanan pendaftaran
dengan melampirkan:

a. Fotokopi identitas diri;

b. Fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau surat keterangan
terdaftar;

¢. Fotokopi SPPT dan SSPD PBB-P2 tahun berjalan;

d. surat pernyataan, akta peralihan hak yang diterbitkan PPAT dan
PPATS; dan

e. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab
berhalangan dengan disertai foto copi KTP, SIM atau paspor dari
pemberi Kuasa.



(3) Berkas permohonan Wajib Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan pemeriksaan dan validasi oleh petugas pelayanan
pendaftaran.

(4) Kepala BAPENDA dapat memerintahkan petugas lapangan untuk
melakukan penelitian lapangan dalam rangka memeriksa dan
memvalidasi objek pajak yang didaftarkan;

(5} Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Kepala
BAPENDA menerbitkan SSPD BPHTB.

Paragraf 2
Pendaftaran PBJT

Pasal 37

(1) Wajib Pajak untuk jenis PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf
b wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala
BAPENDA.

(2) Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mendaftar dengan
mengisi formulir pendaftaran.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftar melalui loket
pelayanan pendaftaran dengan melampirkan dokumen:

a. Fotokopi identitas diri;
b. Fotokopi NPWFP

(5) Berkas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan pemeriksaan dan validasi oleh petugas pelayanan pendaftaran.

(6) Kepala BAPENDA dapat memerintahkan petugas lapangan untuk
melakukan penelitian lapangan dalam rangka memeriksa dan
memvalidasi objek pajak yang didaftarkan;

(7) Format formulir pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan tidak terpisahkan daii Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 3
Pendaftaran MBLB

Pasal 38

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak MBLB wajib mendaftarkan diri dan/atau
objek pajaknya kepada Kepala BAPENDA.

(2) Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat {1), mendaftar dengan
mengisi formulir pendaftaran.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(4) Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas diri Wajib Pajak;
2. fotokopi izin usaha pertambangan;
3. fotocopi NPFWP ;

(5) Format formulir pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum
dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini,



Paragraf 4
Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 39

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan
diri dan/atau objek pajaknya kepada Kepala BAPENDA.

(2) Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mendaftar dengan
mengisi formulir pendaftaran.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan
ditulis dengan benar dengan menggunakan bahasa Indonesia, jelas dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(4) Formulir pendaftaran yang telah ditandatangani disampaikan dengan
melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas diri wajib pajak;
2. fotokopi NPWP;

(5) Format Formulir pendaftaran, sebagaimana dimaksud ayat (2], tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendataan

Paragrafl
Pendataan BPHTB

Pasal 40

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
BPHTB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek
Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak
untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
nilai perolehan objek pajak Bumi dan Bangunan dan nilai harga pasar.

Paragraf 2
Pendataan PBJT

Pasal 41

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek PBJT
untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak
dan/atau Wajib Pajak, untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan dilakukan terhadap seluruh objek dan Subjek PBJT dengan
menggunakan formulir pendataan.

(3) Format Formulir pendataan, sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini



Paragraf 3
Pendataan Pajak MBLB

Pasal 42

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
MBLB untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek
Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak
untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Pendataan dilakukan terhadap seluruh objek dan Subjek Pajak MBLB
dengan menggunakan kartu data.

Paragraf 4
Pendataan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 43

(1) Kepala BAPENDA melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak
Sarang Burung Walet untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografi sobjck Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan
Daerah.

(2} Pendataan dilakukan terhadap seluruh Objek dan Subjek Pajak Sarang
Burung Walet dengan menggunakan Kartu Data.

Bagian Ketiga
Penetapan

Paragraf 1
Penetapan PBJT

Pasal 44

(1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membaya dan
melaporkan sendiri Pajak yang terutang kepada Kepala BAPENDA atau
pejabat yang ditunjuk.

(2] Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan SPTPD.

(3) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
BAPENDA menetapkan Pajak dalam bentuk SKPD.

Paragraf 2
Penetapan MBLB

Pasal 45

(1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada Kepala BAPENDA atau
pejabat yang ditunjuk.

(2} Wajib Pajak dalam menghitung ,memperhitungkan, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan SPTPD.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga
patokan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan
mineral dan batu bara.



(4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala
BAPENDA menetapkan Pajak dalam bentuk SKPD,

Paragraf 3
Penetapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

(1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan
melaporkan sendiri Pajak yang terutang kepada Kepala BAPENDA atau
pejabat yang ditunjuk.

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(3) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet merupakan nilai jual sarang
burung walet yang dituangkan dalam bentuk SPTPD.

(4) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
BAPENDA menetapkan Pajak dalam bentuk SKPD.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran dan Penyetoran BPHTB

Pasal 47

(1) Berdasarkan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(5), Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dan
disetor ke RKUD.

(2} Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. pembayaran secara elektonik; dan/atau
b. disetorkan langsung melalui RKUD

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan melalui sistemn pembayaran berbasis elektronik meliputi:
a. quick response code Indonesian standard ;

b. mobile bangking, atau
c. sistem pembayaran elektronik lainnya.

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan SSPD BPHTB melalui PPAT atau
PPATS dengan memperlihatkan bukti pembayaran elektronik.

(5) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan SSPD BPHTB melalui PPAT atau
PPATS dengan memperlihatkan bukti berupa slip setoran/pembayaran
pajak dari bank.

(7} Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak atas tanah
dan/atau Bangunan dari jual beli yakni pada tanggal dibuat dan
ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau saat
ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian
pengikat jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(8) Dalam hal terjadi perubahan atau pembataian perjanjian pengikatan jual
beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:



a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.

(9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(7} dan ayat (8) huruf b paling lambat dilunasi pada saat
penandatanganan akta jual beli.

(10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan
/atau bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)
dan ayat (8) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

(11) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan
jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTRB; atau

b. jumlah BPHTB kurang bayar,wajib pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.

(12) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(7} dan ayat (8) paling lambat dilunasi pada saat penanda tanganan akta
jual beli.

(13) PPAT atau PPATS sesuai kewenangan wajib:

a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
Bangunan; dan

b. Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau
akta tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat
pada tanggal 10 ( sepuluh ) bulan berikutnya.

Paragraf 2
Pembayaran dan Penyetoran PBJT

Pasal 48

(1) Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), Wajib
Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dan disetor ke RKUD.

(2} Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. petugas Pemungut;
b. pembayaran secara elektonik; dan/atau
c. disetorkan langsung melalui RKUD.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a, wajib
pajak berhak mendapatkan SSPD PBJT dari petugas pemungut.

(4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
disetorkan oleh petugas pemungut ke kas Daerah.

(5) Penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran
pajak kecuali hari libur, maka penyetoran Pajak dilakukan pada hari
kerja berikutnya.

(6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik meliputi:

a. gquick response code Indonesian standard ;
b. mobile bangking, atau
c. sistem pembayaran elektronik lainnya.



(7) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diberikan SSPD PBJT melalui petugas pemungut
dengan memperlihatkan bukti pembayaran elektronik.

(8) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf c,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(9) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diberikan SSPD PBJT melalui petugas pemungut
dengan memperlihatkan bukti berupa slip setoran/pembayaran pajak
dari bank.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran Pajak MBLB

Pasal 49

(1) Berdasarkan SKPD Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 45
ayat (4), Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dan
disetor ke RKUD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. pembayaran secara elektonik; dan/atau
b. disetorkan langsung melalui RKUD

(3) Pembayaran Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik meliputi:
a. quick response code Indonesian standard ;

b. mobile bangking; atau
c. sistem pembayaran elektronik lainnya.

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan SSPD Pajak MBLB melalui bendahara
penerimaan.

(5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(6) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan SSPD Pajak MBLB melalui bedahara
penerimaan dengan memperlihatkan bukti berupa slip
setoran/pembayaran pajak dari bank.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

(1) Berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), Wajib
Pajak melakukan pembayaran Pajak vang terutang dan disetor ke kas
umum Daerah.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui :

a. petugas Pemungut;
b. pembayaran secara elektonik; dan/atau
c. disetorkan langsung melahui Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib
Pajak berhak mendapatkan SSPD Pajak Sarang Burung Walet dari
petugas pemungut.



(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya
disetorkan oleh petugas pemungut ke kas Daerah.

(S) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling
lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pembayaran
Pajakk kecuali hari libur, maka penyetoran pajak dilakukan pada hari
kerja berikutnya.

(6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan melalui sistern pembayaran berbasis elektronik meliputi:

a. quick response code Indonesian standard ;
b. mobile bangking, atau
¢. sistem pembayaran elektronik lainnya.

(7) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diberikan SSPD Pajak Sarang Burung Walet
melalui  bendahara penerimaan dengan memperlihatkan bukti
pembayaran elektronik.

(8) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
dilakukan dengan cara Wajib Pajak membayar langsung ke bank yang
ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(9) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diberikan SSPD Pajak Sarang Burung Walet
melalui Bendahara penerimaan dengan memperlihatkan bukti berupa slip
setoran/pembayaran Pajak dari bank.

Bagian Kelima
Pelaporan

Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 51

(1) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) Khusus Wajib Pajak untuk objek Pajak Makanan dan/atau Minuman,
SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Kepala BAPENDA setelah berakhirnya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

(4) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pasal 52

(1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak
terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke RKUD dan dilapcerkan
dalam SPTPD.

(3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(4} Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan
untuk BPHTB.

(5) Tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD dilakukan dengan cara:

a. penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan
secara manual atau elektronik;

b. SPTPD} wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap
dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;



¢. dalam hal SPTPD diterbitkan secara manual ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya;

d. SPTPD paling sedikit memuat :

1. nama Wajib Pajak;

. NPWPD;

alamat Wajib Pajak;

nama usaha/objek Pajak;

kegiatan/jenis usaha;

alamat objek Pajak;

dasar pengenaan Pajak;

masa Pajak;

. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;

10. tarif Pajak;

11. jumlah Pajak yang harus dibayar/pajak terutang;
12. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;

13. jumlah Pajak karena pembetulan; dan

14, keterangan lain.

e. dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis usaha yang merupakan
objek Pajak, SPTPD diisi dan disampaikan sebanyak jumlah objek
pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak;

f. SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak
berakhirnya masa pajak;

g. penyampaian SPTPD secara manual untuk PBJT, Pajak Sarang
Burung Walet harus melampirkan dokumen atau keterangan lain yang
menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa :

1. rekapitulasi penerimaaan bulanan untuk masa Pajak yang
bersangkutan,

2. rekapitulasi penggunaan bill, dan

3. bill atau bukti sejenisnya.

h. Penyampaian SPTPD secara manual untuk Pajak MBLB harus
melampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar
perhitungan pajak yang terutang berupa :

1. rekapitulasi pengambilan MBLB untuk masa Pajak vyang
bersangkutan, dan
2. bill laporan produksi atau bukti sejenisnya.

i. Penyampaian SPTPD secara manual untuk BPHTB harus dilampirkan
dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak
yang terutang berupa nilai perolehan objek Pajak;

j. Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

CENDURWN

Pasal 53

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD vang
telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang
belum dilakukan Pemeriksaan.

(2} Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling
lama 2 (dua) tahun sebelum kadaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD
sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksia
administratif berupa bunga.



(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang
dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat] bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 54

(1) Kepala BAPENDA melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan
tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitianatas SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang
dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah
kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang
kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya
masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung
penuh 1 (satu} bulan.

(5] Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari
Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak

Pasal 55

(1} Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan
himbauan.

Pasal 56

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan Bupati berwenang menunjuk
Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:



. Surat Teguran;
- surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
. Surat Paksa;
. surat perintah melaksanakan penyitaan;
. surat perintah penyanderaan;
. surat pencabutan sita;
. pengumuman lelang;
. surat penentuan harga limit;
. pembatalan lelang; dan
10, surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
(3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 57

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(2) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan
batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2 terlampaui
dan Wajib Pajak beilum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung
Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6} Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau
disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7} Dalam hal Pcnanggung Pajak tidak mclunasi Utang Pajaknya sctclah
melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat
Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan
surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi
setelah  dilaksanakan  penyitaan berdasarkan surat perintah
melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), jurusita
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang
terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu
14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan
paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung
sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya
Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum
dibayar.

Pasal 58

(1} Juru sita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus
berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu;



(1)

(2)

b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang yvang dimiliki atau
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia:

c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,
atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya,
atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau

terdapat tanda kepailitan.

1]

Pasal 59

Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung
Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/atau penyanderaan.

Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(1)

(2)

3
(4)

(5)

dan ayat {2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Pajak

Pasal 60

Kepala BAPENDA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan Kketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Pajak;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan

analisis resiko.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan minimal untuk:

a. pemnberian NPWPD secara jabatan;

b. penghapusan NPWPD;

c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak,

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang

berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan,

(6) Tata cara Pemeriksaan Pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara atau metode

sebagai berikut:

a. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi usaha Wajib Pajak;
dan

b. berdasarkan data pembanding.



(7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan
paling kurang 3 (tiga) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus
maupun berselang.

(8] Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud
padaayat (6),omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-
rata jumlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran yang
dilakukan perorang/pengunjung.

(9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf b, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha
Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain
dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi Lokasi usaha, dan lain-lain secara
proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan sebelumnya.

(10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh
berdasarkan data yang ada di instansi pelaksana, atau sumber lain yang
dapat dipercaya.

Pasal 61

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,
kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
vang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna Kkelancaran
Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,
hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:

a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;

b. meminta Kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuanPemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimmaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan terutang ditetapkan sccara
jabatan.

Pasal 62

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran
Pajak, Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB.

Bagian Kedelapan
Kadaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Pajak

Paragraf 1
Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 63
(1} Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55 menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak:



a. BPHTB pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli,
ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,
dan lain-lain. :

b. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas makanan
dan/atau minuman, konsumsi/pembayaran atas tenaga listnk,
pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan, pembayaran/
penyerahan atas jasa  penyediaan tempat parkir, dan
pembayaran /penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan.

c. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di
mulut tambang;

d.Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, kecuali
apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
Daerah.

(2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
‘tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b.ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

(3} Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

(5] Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(7} Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kadaluwarsa Penagihan
dihitung sejak tanggal pengakuan.

2
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 64

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kadaluwarsa

Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
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Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 65

Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas

usul Kepala BAPENDA.

Piutang Pajak yvang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Piutang Pajak yang tidak

dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau
kekayaan;

b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;

c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;

d.dokumen sebagai dasar Penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan; atau

e. hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijjakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat

ditagih lagi karena:

a. Wajib pajak bubar, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa;

c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah
dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dibidang perpajakan; atau

d.hak Daerah untuk melakukan Penagihan Pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi ferientu sehubungan dengan adanya
perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak

dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dan
ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi
oleh Kepala BAPENDA yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil
penelitian.
Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menguraikan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan
sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak
dapat ditagth lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala
BAPENDA.

Pasal 67

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (2), Kepala BAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan
piutang Pajak.

Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. NOP;



nama dan alamat Wajib Pajak;

alamat objek Pajak;

jumlah piutang;

tahun pajak;

alasan penghapusan piutang; dan

Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 68

m e oo

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan tentang
penghapusan piutang Pajak.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA melakukan:

a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang
Pajak; dan

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Keberatan dan Banding

Pasal 69

Ketentuan mengenai keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
Pajak BPHTB, PBJT, MBLB dan sarang Burung Walet.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Pertama
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 70

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat
memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak,
dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permchonan Wajib Pajak dan/ atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana
alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan
karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran
Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;



d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai

program prioritas Daerah;

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program

prioritas nasional; dan/ atau

f.  untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai

rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(4} Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan
memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2

(dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/ terhadap
perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang
bersangkutan; danfatau

. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

. menyerap tenaga Kerja;

menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

. pembangunan infrastruktur daerah;

melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;

J- bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau

k. melakukan kegiatan usaha sesuai df:ngan program prioritas Daerah;

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ pelaku usaha mikro
dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf ¢, dilakukan
sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan
perundang-undangan di bidang usaha mikro, Kkecil, menengah, dan
koperasi.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah
yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(7) Pemberian insentif fskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam memberikan insentif fiscal
tersebut.

el S = B SR = N

Pasal 71

(1) Pelaku usaha mengajukan permchonan secara tertulis kepada Bupati
untuk memberikan insentif dan/atan Kemudahan Investasi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha
yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:
a. profil perusahaan;
b. lingkup usaha; dan
c, bentiik Insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pelaku usaha
vang akan melakukan perluasan usaha, minimal bens:
a. lingkup usaha;
b. kinerja manajemen;
c. perkembangan usaha; dan
d. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang dimohonkan.



Pasal 72

(1) Bupati membentuk Tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi
dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3} Verifikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
urusan penanaman modal.

(4) Bupati menetapkan pelaku usaha yang memperoleh Insentif dan/atau
Kemudahan berdasarkan rekomendasi tim.

Pasal 73

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalamPasal 72 ayat (1) melaksanakan proses
verifikasi kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang
ditetapkan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan
besaran Insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada
pelalu usaha.

(3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 74

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan
Kepala BAPENDA adapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif
fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan
dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 75

(1) Bupati melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan
kemudahan investasi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu)
tahun sekali.

(3) Evaluasi dilaksanakan oleh Kepala BAPENDA bersama Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 76

(1) Bupati melalui Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak.
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Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat
likuiditas Wajib Pajak .

Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang

ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-ha.ra, dan/atau kerusuhan.

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangandan Pembebasan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. Wajib Pajak atau penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan
pengurangan.keringanan atau pembebasan Pajak kepada Kepala
BAPENDA,

b. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus
diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia
dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak,
Jenis Pajak, dan besaran pengurangan Pajak, serta melampirkan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk;
2. fotokopi NPWP;dan
3. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB.

c. Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan kahar,

d.Kepala BAPENDA melakukan penelitian mengenai berkas permohonan
dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b atas
permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak.

e. Kepala BAPENDA menyampaikan jawaban tentang pemberian
pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak atas pertimbangan
dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk.

. Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan dan keringanan
Pajak paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak dan
mengeluarkan  keputusan tentang pengurangan keringanan atau
pembebasan pajak atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf e.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 77

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib

Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak;
dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a diberikan kepada Wajib

Pajak yang mengalami keadaan kahar schingga Wajib Pgjak tidak mampu

memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati

secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang

ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak

terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau
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keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan
dalam keputusan Bupati.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati
berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan
Bupati

Pasal 78

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 77 ayat (5) dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama

diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat} bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang

ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen} per bulan

dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh

1 (satu) bulan.

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dan ayat
(4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu
pembayaran atau pelaporan pajak, mengajukan permohonan secara
tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan disertai dengan alasan yang
jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;

b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan
pajak berakhir.

¢. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan
memberikan keputusan dalam waktu 14 hari kerja setelah
permohonan diterima oleh petugas BAPENDA;

d. Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk
melaporkan atau membayar Pajak jika permochonan disetujui.

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b diatur sebagai
berikaat:

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang
jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang,



salinan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah
diterima Kepala BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender,
sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan
yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;

¢. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Kepala BAPENDA, dituangkan dalam
keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran;

d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali
angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
keputusan angsuran;

e. penundaan pemnbayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan
terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat
dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain
oleh Kepala BAPENDA;

f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan:
1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa

angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya
sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak
angsuran;

3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah
Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan
angsuran;

4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran

dengan bunga sebesar 1% (satu persen); dan

besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah

pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 1% (satu

persenj.

g. jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar
dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;

h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan

Ul

1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak
yang terutang yang akan ditunda,yaitu hasil perkalian antara
bunga 1% (satu persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, yakni
dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan di tunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang
Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 1% (satu
persen) sebulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat
pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak
dapat diangsur.

i, Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara
angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan
pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB V
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 79
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD,

SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

{7)

dan/atau kekelirnan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah atas permohonan wajib pajak

atau karena jabatannva.

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat

Keputusan Pembetulan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

menindaklanjuti permohonan tersebut denga melakukan penelitian
terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati

atauPejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau

keterangan yang diperlukan.

Dalam hal pembetulan didasarkan atas permchonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi

keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan
kesalahan atau Kkekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Tata cara pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan:

a. Permohonan diajukan kepada Kepala BAPENDA dalam jangka waktu 4
(empat} bulan setelah SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

b. Kepala BAPENDA menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan
salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
atau STPD terhadap pembetulan SKPD SKPDLB, SKPDKBT, SKPDLB
atau STPD;

¢. keputusan pembetulan ketetapan SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, SKPDLB
atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan
keterangan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;

d. keputusan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,3KPDLB atau STPD
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, harus disampaikan kepada Wajib
Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan
Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLRB atau STPD tersebut;

. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD harus dilunasi dalam
Jjangka waktu paling lambat 15 (lima belas] hari kalender sejak Keputusan
tersebut diterbitkan;

f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB atau STPD maka SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB
atau STPD yang semula dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam
administrasi perpajakan;

g. surat ketetapan Pajak berupa SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau
STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud



dalam huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan
frasa "Dibatalkan”; dan

h. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka Kepala BAPENDA
segera menerbitkan Keputusan  Penolakan  Pembetulan SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak diajukannya permohonan.

Pasal 80

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak
vang dimuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD
kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA.

(2) Keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pertimbangan keadilan
atau adanya kesalahan pada ketetapan Pajak.

(3} Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima/dikabulkan, maka pejabat
yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pembatalan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD
yang lama dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan berupa SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang baru;

b. Pemberian tanda silang pada SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB atau STPD
yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat
Ketetapan “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang
bersangkutan.

(4) Dalam hal permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditolak, maka ata SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang
ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan atas permohonan
pembatalan ketetapan.

BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 81

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Kepala BAPENDA atas kelebnihan pembayaran pajak.

(2) Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
telah dilampaui dan Kepala BAPENDA tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.

(S5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan



(7)

(1)

(2

(3)

)

(51

bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak .

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. Wajib Pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak daerah kepada Kepala
BAPENDA.

b. Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a, disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah
disetorkan RKUD berdasarkan:

1. perhitungan dari Wajib Pajak atau PenanggungPajak;

2. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan,
pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif:

3. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; dan

4. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau
pembebasan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

c. permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a
diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat
timbulnya kelebihan pembayaran Pajak.

d. surat permohonan Wajib Pajak, harus memuat:

1. nomor dan alamat Wajib Pajak;

2. NPWPD;

3. masa Pajak;

4. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan

5. alasan yang jelas.

e. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan
secara langsung melalui pos tercatat.

f. bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatal merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala
BAPENDA

Pasal 82

Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan
penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran
pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat
(7) huruf a,

Kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling
lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu
paling lambat 4 (empat) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah
lewat waktu 4 (empat) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB, Kepala
BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga
sebesar 1% (satu persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan
pembayaran Pajak.



Pasal 83

{1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang terjadi dalam tahun
berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang
bersangkutan.

(3} Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya
dibebankan pada belanja tidak terduga.

(4) Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak
lainnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan
bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala BAPENDA mengajukan surat permohonan membayar kelebihan
pembayaran Pajak kepada Perangkat Daerah yang menyenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang
dilengkapi dengan keputusan hasil pemeriksaan.

(6) Kepala perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 84

Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (13} dikenakan sanksi

administrasi berupa:

a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah} untuk setiap
pelanggaran; dan

b. denda sebesar Rp. 1.000.000,00 { satu juta rupiah ) untuk setiap
laporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Pinrang.

b. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame.

¢. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

d. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.



Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pinrang. '

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal 19 Sepbomber 1025
BUPATI PINRANG

ItWAN ghMID Q'

Diundan di Pinrang N
pada tangg 18 September 1015
SEKRET DAERAH
KABUPATEI PINRANG

M\

A.CALQ KERRANG

DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR ./4.......

BERI‘Tﬂl




LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

SURAT PENGAJUAN PENERBITAN SPPT

Nomor A R .00 U U O S Kepada
::r:in : e Yth. Kepala Radan Pengelolaan Keuangan
a : gajuan itar
i Ny Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang
Di -
Pinrang

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama e -

Tempat, Tgi Lahir it et

Alamat L —

Pekerjaan P e e . e P PP AP, PP T e PN S LS, B

Dengan inl mengajukan Pendaftaran untuk penerbitan SPPT atas data baru Objek,/Subjek FBB-P2 sebagai
berikut ;

Mama Wajib Pajak e

Alzmat Wajib Fajak - e el et s s s :
Letak Objek Pajak O P L S B L e e A P R R
Dusuny/Lingkungan
DesafKelurahan
Kecamatan

Luwas Tanah [ sinas e

Luas Bangunan oS P D U T D O T e
Dengan batas-batas sebagai berilut -

1. Sebelah Utara berbatasan dengan  : NOP :
2.  Sebelah Timur berbatasan dergan NOP -
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan - HOP -
4. Secbelah Barat berbatasan dengan NOP

Urituk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

1. SPOPdar LSPOP )

2.  Fotocopy KTP/ SIM [ dentitas lain *) mempertihatkan Aslinya

3. Foto copysalah satu bukbi surat tanah dengan memperkhatkan Aslinya :
D Sertifikat D Akta Jual Beli/Hibah/Warisan *]

4,  Foto copy selah satu bukti surat bangunan
|:| iMB I:l Surat Pernyataan Penambahan Bangunan |:|

5. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

b. Surat Keterangan Kepala Desaflurah mengetahui Camat setempat.

Demikian permohonan ini diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimanz mestinya.

PinFang, -...coooerommmemisse s
Mengetahui - Pemohor,
Kepala Desa/lurah®) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak®}
A ) {10 O O U O O O }

Keterangan :
*} Coret yang tidak periu



SURAT PENGAJUAN MUTASI OBJEK /SUBJEK PBB-P2

Namor : Kepada
Lampiran P Yth Kepala Badzn Pengelolaan Keuangan
Perihal : Pengaruan Mutasn dan Pandapantan Daerah
Objek/ Subjek PBS-P2 Kabupaten Pinrang
Di=
Finrang

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Mama A O S L N

Tempat, Tgl Lahir L £ e T B SR b v b e 4 s armree e .

Alamat

Pekerjaan

Dengan ini mengajukan Permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 ( Balik Nama,
Pemecahan, Penggabungan *} s:ebagai berikut :

Wama Wajib Pajak F e by Crrmen R orree et TRS RS St
Alzmat Wajib Pajak e .

Letak Objek Pajak P S 1 7 e Y e s Ve . Y
Kecamatan . -

Luas Tanah/Bumi . "

Luas Bangunan ] T e S L A A

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kam; lampirkan ;
1. S5POP dan LSPOP *)

2. Fotocopy KTP/ SIM / Identitas lain *) memperiihatkan Aslinya
3. Fotocopy salah satw bukti surat tanah
f:] Sertifikat D Akta Jual Beli/Hibah/Warisan =)

4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan
I:i iMB l:| Surat Pernyataan Penambahan Bangunan I:l
5. Surat Kuasa, dalam hal diajukan cleh Xuasa Wajib Pajak.
6. Foto copy SPPT Tahun pajak yang bersangkutar dan bukti pelunasan pajak 1 (satu) Tahun
terakhir.
7. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat mengenai alasan penyebab mutasi.

Demikian permohanan ini disjukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

PARTANE, ..oveeeconer e,

Mengetahui : Pernohon,
Kepala Desa/Lurah=) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)

Keterangan :
*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGAJUAN SALINAN ATAS SPPT

Lampiran  © Yth.Kepala Badan Pengelolaan
Perthal - Pengajuan Salinan atas Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
SPPTTahunPajak ... .. Pinrang

Di-
Pinrang
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Pekerjaan o o L S O S . U

Dengan ini mengajukan permohonan 5alinan Atas SPPT,

Nomor Objek Pajak {NOP) T I N AT 8 O ML S MO A P £
Nama Wajib Pajak

Alamat Wajib Pajak P T A O Y K P P O Y SN S ST A L P 5
Letak Objek Pajak

Desa / Kelurahan B R

Kecamatan o R e e AL
Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

Foto copy KTP/ SIM [ tdentitas lain *) memperlihatkan Aslinya

Surat Kuasa, dalam hal dizjukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

Foto copy SPPT Tahun sebelumnya.

Surat Keterangan SPPT Rusak atau hilang dari Kepala Desa/Lurah setempat.
Bukti pembayaran Tahun sebelumnya.

i Al s

Dengan alasan sebagsi berikut :

Demikian permohonan ini diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ..o m i
Mengetahui: Pemohon,
Kepala Desa/Lurah®) Wajib PajakfKuasa Wajib Pajak* }

Keterangan
*) Coret yang tidak perlu



Nomor
Lampiran
Perihal

Keterangan :

SURAT PENGAJUAN/PEMBETULAN SPPT, SKPD, SKPLB,STPD PBB-P2

1{5ztu) Berkas ¥Yth.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
PengajuanPem nSPPT, Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang
SKP STPD PBB-P2. Di=

Pinrang

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama A0 COR ERT: S AR IR SO U WS S S S0, 0 S 2 S 0 0 S
Mamal : "-""---""1'!1lr'|l'l'|lrlll-l'll-il-iiﬂI--||-|il|l|l|-ll|.l||.||.u+“.|.H|.|.|..|..+“.,.......,..",..,...
Pekerjaan e o A ek v i e o et s s v

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Objek Pajak dengan ini menyatakan bahwa terdapat Kesalahan
Nama/luas Bumifluas Bangunan yang tercamtum di SPPT tahun pajak ........ NOP
s s s e B i e SENAPUSTYE
NOP....oosmrrimserssmssasmins Nama ... Luas Bumi/Bangunan ... M2fon... mi
Seharusnya.............m2/ ... m2, Ketetapan PBB-P2Rp. ...

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak agar kesalahan ini dapat diperbaiki, dan untuk
penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan -

Foto copy KTP/ SiM / identitas lain *) memperlihatkan Aslinya

Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

SPOP dan LSPOP *)

SPPT Asli Tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 1 (sats) Tahun
terakhir,

5. Fotocopy salah satu bukti surat tanah

[[] senifikat [] Akta tual Beli/Hibah/Warisan *)

6. Foto copy salah satu bukti surat bangunan
E] IMB El Surat Pernyataan Penambahan Bangunan D

BN

S b R A R

Demikian permohonan ini diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya,

Mengetahui:
Kepala Desa/Lurah®) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
R A P L ) ? U A O ..

*) Coret yang tidak periu



SURAT PENGAJUAN PEMBETULAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN

SECARA KOLEKTIF
Nomar : Kepada
Lampiran 1 [Satu) Berkas ¥th.Kepala Badan Keuangan Daerah
Perihal T Pengajuan PembetufanSPPT KabupatenPinrang
Yang tidak benar yang diajukan Di-
secara Kolektif Tahun Pinrang
Pajak..........
Yang bertanda tangan dibawah ini,
fNama
Kepala Desa/lurah®} S R O S S P e S A O
Kecamatan PO R T Y S T A S

Bertindak untuk dan atas nama wajib pajak mengajukan pembetulan 5PPT yang tidak benar
secara kolektif tahun pajak .......... sejumiah ......... SPPT yang terletak di Desa/Kelurahan*)

terlampir.

. dengan alasan pembetulan menurut wajib pajak cebagaimana daftar

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan -

SPPT Asli Tahun pajak vang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 1 (satul Tahun

D IMB D Surat Pernyataan Penambahan Bangunan D .....................

1. Foto copy KTP/ 5iM / Identitas lain )
2. SPOP dan LSPOP *}
3.
terakhir.
4. Alasan Pembetulan oleh wajib pajak.
5. Foto copy salab satu bukti surat tanah
m sertifikat Ej Akta Jual BelifHibah/Warisan *)
B. Foto copy salah satu bukti surat bangunan
7. Dokumen Lainnya ...

Demikian permohonan ini dizjukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Camat .....ccomreernn Kepala DesafLurah
(- . 1 [ FO— }

reterangan :

*) Coret yang tidak perlu



SURAT PENGAJUAN PEMBATALAN SPPT YANG TIDAK BENAR YANG DIAJUKAN

Nomor
Lampiran
Perihal

Catatan :

SECARA KOLEKTIF
5 AT I At s o S Kepada
1 (Satu) Berkas ¥th.Kepala Badan Keuangan Daerah
Pengajuan PembatalanSPPT KabupatenPinrang
Yang tidak benar vang Di-
diajukan secara Kolektif Tahun Pinrang

Pajak ...

Yang bertanda tangan dibawah ini,

MNama i st R AR e e S e e T TR
Kepala Desa/Lurah®) 30 8 ) 0 A
Kecamatan (3 e A L A S O O S e N e O
Bertindak untuk dan atas nama wajib pajak mengajukan pembatalan SPPT yang tidak
benar secara kolektif tahun pajak ... sejumiah .......... SPPT yang terletak di

Desa/Kelurahan®) .......cccvceene. dENgan alasan pembatalan menurut wajib pajak
sebagaimana daftar terlampir.

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

Fotc copy KTP/ SIM [ identitas lain *) memperlihatkan Aslinya
Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
SPOP dan LSPOP *)

SPPT Asli Tahun Pajak yang bersangkutan.

Alasan pembatalan oleh wajib pajak.

Dokumen Lainnya ...

il vl L O

Demikian permohonan ini diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
(011 F-| O Kepata DesafLurah
{ " ) . ,. )

*) Coret yang tidak periu ;



Nomar
Lampiran
Perihal

Keterangan

SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NJOP

N RNENE P50 . R Kepada
S A A ] P .t £ Yth.Kepala Badan Keuangan daerah
Permohonan Surat Keterangan NIOP Kabupaten Pinrang

Di-
Pinrang

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : A S 0 L N O S
Alamat :
Pekerjaan : SR S S O P A e
Desa/kelwrahan S L ) A 0 O L O O O AL O T R E TR
Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan keterangan NJOP,

Nama Wajib Pajak 4 [ L O A U O O
Alamat Wajib Pajak 3 VPR 0 O O O A O A P L
Letak Objek Pajak S O O 0 P A e (e
Desa / Kelurahan (8 P A L . VP 50 0 A A0 . o
Kecamatan L I S S T .
NOP P PR I R A T R O s RSy

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

1.  Foto copy KTP/ SIM / Identitas lain *) memperlihatkan Aslinya
2. Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3.  SPOP dan LSPOP *)

Demikian permohonan mi diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Kepala Desa/fl urah*} Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak®)

*} Coret yang tidak perlu



SURAT PENGAJUAN PEMBATALAN ATAS SPPT, SKPD, SKPDLB, STPD PBB-P2

Nomaor
Lampiran
Perihal

Catatan :

Kepada
..................................... ¥rh.Kepale Badan Pengelolaan
Pengajuan Pembatalan Atas Pendapatan Daerah Kabupaten
SPPT,5KPD.SKPDLE, Pinrang
STPDPBS P2, Di-

Pinrang

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Mama P
Alamat CR S KA P O N O AP KR G OO A S . S~ S

Pekerjaan  ermevamrete o 4 BB ES$ep i b rom R 4R B ASE BN SOTR TS Fe SR SR PSR 4121

Dengan ini mengajukan pembatalan atas SPPT/ SKPD/ SKPDLB/STPD*} PBB-P2 Tahun Pajak

cereeies Objek Pajak sebagai berikut :

Nomar Objek Pajak [NOP) % L T I R, 0 O 03 SOOI Ao Ot
Nama Wajib Pajak G uemusere rerem mem s e et S bemn mans srma | preb iR e E e e
Alamat Wajib Pajak PRSP
Letak Objek Pajak P O 0 N S [PV S o Yo . PP
Kelurahan/Kecamatan PR R A Ul M Y 0 A A P P W et O
Ketetapan PBB-P2 Tahun.....ceee 1 BPoomnicinm i ss s e e

Dengan alasan sebagai berikut :

e bR Ae e EEAEd EEEE e S ALL A ERTE R rr AL AA LR

Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

Foto copy KTP/ SIM / identitas lain *) memperlibatkan Aslinya

Surat Kuasa, dalam hal diajuian oleh Kuasa Wajib Pajak.

SPOP dan LSPOP *)

SPPT Asli Tahun Pajak yang bersangkutan.

Surat Keterangan penyebab pembatalan dari Kepala Desa/Lurah setempat.

T S

Demikian permohonan ini diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Cam:t Kepala Desa/Lurah

*| Coret yang tidak perlu;

dan



Nomor
Lampiran
Perihal

Keterangan:

SURAT PENGAJUAN/PEMBETULAN SPPT, SKPD, SKPDLB, STPD PBB-P2

1 (Satu) Berkas Yth.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
PengajuanPembetulansPPT, Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang
SKPD, SKPOLB, STPD PBB-P1. Di=

Pinrang

Yang bertanda tangan dibawah ini,
MNama :

AIBMEL e —————————————— s s s
Pekerjaan L S—

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Objek Pajak dengan ini menyatakan bahwa terdapat Kesalahan

NamafLuas BumifLuas Bangunan yang tercantum di SPPT tahun pajak ... - NOP
v s M s e s gy SBN@TLSYE
NOP.....coeiereresin s . Nama ....cocivee. LUAS BumifBangunan ... m2f.. ... m2

Seharusnya ..o M2 e, M2, Ketetapan PBB-P2Rp. .oicen

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak agar kesalahan ini dapat diperbaiki, dan untuk
penyelesaian iebih lanjut, bersama ini kami lampirkan

Fota copy KTP/ SiM / Identitas lain ™) memperlibatkan Aslinya

Surat Kuasa, dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.

SPOP dan LSPOP *)

S5PPT Ashi Tahun pajak yang bersangkutan dan bukti pelunasan pajak 1 (satu} Tahun
tarakhir.

5. Foto copy salah satu bukti surat tanah

|“‘_“| Sertifikat D Akta Jual Beli/Hibah/Warisan *}

E:j - " T T B b A Bt B L E I SRR S LN R

B. Fotocopy salah satu bukti sur at bangunan
I:| M8 I:I Surat Pernyataan Penambahan Bangunan D

Lol o =

Demikian permohonan ini diajukan untuk bahan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah®) Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak®)
{ = ] [-uu 4 - i _.'

¥ Coret yang tidak perlu



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini sava :

Mama
Umur
Pekerjaan '
Nomor KTP E
Alamat i

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan ini itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak
di -

Jalan

RT [/ RW
Desa [ Kel.
Kotz

Status Tanah

Batas-batas Tanah
Sebelah Utara
Sebelab Timur
Sebelah Selatan
Sebeiah Barat

Sebidang tanah tersebut saya percleh dari .. SRR 1 | 3 -1, TTF) [OOSR 0 -
sampai saat ini saya kuasai secaraa terus menenus tidak duamkam’ n'nenjaﬁl jaminan sesuatu hutang damn
tidak dalam sengketa.

Penggunaan tanah tersebut adalah tanah pertanian/ perumahan/ kavling siap bangun *) dengan luas
tanah .o m2 dan luas BaNgUNan ..o civees e v M2

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, jika ternyata timbul masalah di kemudian hari saya
bersedia untuk mempertanggungjawabkan dihadapan yang barwenang dan tidak melibatkan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan <euangan dan Asse! Dzerah Kabupaten Sinrang. Apabila temyata ada bukti
kepemilikan yang lebih kuat atas objek tersebut saya bersedia pengenaan PRB-P2 ditangguhian.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Mengetahui, PiRFang, .ccooeeeeceeemeeeen
Kepala Kelurahan Yang membuat pem.rataan

Materai Rp.G000

Nig.

*1 Coret yang tidak perlu

BUPATI PINRANG

Mtveaf



LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SPOP BAGIAN DEPAN

4, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA PENDAPKTANDAERad | No-Formulic [ [ J[ [ J [ J[ ] [ ]
KABUPATEN PINRANG T
- yang {Bagian yang 150
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK diisi oleh Wajib Pajak
Beri tanda silang puda kelom yeng resuai.

BADAN FPENGELOLAAN KEUANGAN DAN FENDAPATAN DAERAH

1. JENIS TRANSAKSI EI Perekaman Data Dl Pemutakhiran Data D! Penghapusan Data

KEC KELDES HLOK NO.URUT KODE

or ED[I]IIIIIIHIIIH[HID

TS G B, DATA OBJEK PAJAK 00: v 21, poort oy S

CNAMAJALAN _ 7.BLOK/KAV/NOMOR
F HEEREEEE i HERERE

3. KELURAHAN/ DESA 5. EwW 10. BT
L HERR L]

S RASURE SRS R TR e CIDATA SUBJEK PATAK. e R R T
11. STATUS |:|1 PEMILIK |:|z PENYEWA [_] 3.PENGELOLA {:|4 PEMAKAL [ SENGKETA
12.PERERIAAN [ Juensy  [Jzasrit)  []3.pensiunaney [Js.BaDan  [[]s.LaiNNYa

13. NAMA SUBJEK PAJAK 5 14, NFWP
RERE HEEE LLLTTIETT]]]
16. BLOKEAVNOMOR

15. NAMA JALAN

L !IIIIHIII!IIIIIIIHII HEERREREREER

" T th M

20. KEABUPATEN / KOTA I [Eill! b
HIIIIHIH[I ENEERER

ol B T T =
et e G g 7
e % Lﬁ".fiﬁj"ﬂ *fh ok

| 22. LUASTANAH 1 1] _ 23. ZONA NILAI TANAH
24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2, Kavlisg D 3. Tanah 4, Fasilitas
B kozong Ultmiing

Bangunan . Siap Bangun

Cataan: *) yang penghasilannys semata-mala berasal dani gaji atau pang pensiunan

dilanjutkan dihalaman berkutiya



SPOP BAGIAN BELAKANG

T o e "._E DATA BANGUNAN

L 25, sumean mancunan [ 1]

s

e

F. PERNYAT PERNYATAAN SUBIEK PAJAK s g
Says menyatakan bahws inl‘mnmm mt:iujubmhnﬂm formulir ini ermasuk lampirannya sdalah qu:.;eludn Im'hp
e kéadaan yang schenarnya, scsuai dengen Pasal ¥ aver (2) Undang-undang Mo. 12 Tohun 1985,

26. NAMA SUBJEE PAJAK/ 7. TANGGAL 28 TANDA TANGAN
KUASANYA

- Dwalam bal bevtincak selaku kvasa, Surst Kuass harag dilampirican
= Dalam bal Subjek Pajek memdafiarken scndini Objek Pajaic, supaya swnggambaricon Siet! Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas wak pengembalian SPOP 30 (liga pulub) hari sejsk diterims oleh Subjek Pajak sesuai Pasal © ayat {(2) UU Mo, 12 Tahon 1985

il e i G, IDENTITAS PENDATA ] PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PEMDATA MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

29. TANGGAL crGLBLNTEN) [T/ [T 30. TaNGGAL (rausLNTaN) [T 1T/ [T
31. TANDA TANGAN 32. TANDA TANGAN
33. NAMA JELAS 34, NAMA JELAS

BINIP (TIIIIIITTITIT] senw EERRARNNNERENN

KET/DENAH LOKASI KP.

KETERANGAN :

= Gambarken sket / denah lokasi objck pajak
{tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/

jalan protokod, jalan lingkungan dan lain-lain, yang
mudah diketahui oleh wmuwm,

- Sebuthkan batas-hatas perilikan sebelah vtara,
Selatan, Timir dan Barat,




LSPOP BAGIAN DEPAN

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nobomae [ T T T T T T
Lﬂium D 1. Parskeman Deta Ui L__! zmmg D:mnﬁ J

[] 4 Pontetan i

wee (T T r'rr-lﬁ—h oot imm“nmjm

5. JENIS PENGGUNAAN Dt. Lp— - mz. Feranionn Swest []s raex
D"‘ TohoiApos/P asarfss L—_|a Rusmah Sakit | Kink Dm Olsh Raga / Retreasi
[]7 vowwsme [ 8 menghet s Gutang /Parasian [] o coetung Pamerintahan
[] 19. Lainain ] 1. eangunan Tidak Kena Paisk [[] 12 nangunan Pasr *
[[] 12 svariemen [] 14. Pompa Bensin [[] 15 Tangki Marya
[] 16. Geoung senctan '
SorasaancuN) [ T T T TTTT 1] 7 wanmivww 1]
.8 TanDaawcun [T T
nmumm 10.0AvALISTRIKCTERPASANG W) [ | 1 | 1 1 1 1 1 |
1. KONDISIFuDA [J1 sencatman [ ] 2. Bea [Jasesmn [Ja e
12. KONTRUKS! [Jr.eas [z eemn [Jaeausaa [ ]4 xap
13. ATAP 81? mem ng‘ﬁ“ kau. [[]55me
Glazur
14. DINDING [Jrxaew  [|z.00n Daw [ xay [sswe Dlm
15 LANTAI D'I.Hlmr []2nemmic [ ] teraso Da.mm [ ]5 setmen

18. LANGIT-LANGIT D‘ﬂ"" Dzwuamm

17, IMLAH AG [T sem [T ] weacow wacsentRL [ ] tae ] 2 ndskade

18, LUAS KOLAM D:D:I 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (mi)

AR o [Jeomeee | LT aen [TTTT o

21 MU LAPANGAN Don Lamvou Tarpa Lamos 22, JUMLAN LIFT | 23 JUNLAH TANGGA .
CL] swe [ |0 Perwms i
CL) aew [1] | O oosw wew<oeom [T7]
[ v [T] | (1] reewum Laarz00m [ ] ]

24, PANJANG PAGAR (m) 25, PEMADAM 1. 1. Ade 2. TokAda |-

BAHAN PAGAR [:] 1 camBes [ | 2 BotaBatato [ 2 spnider [] 1,000 [] 2 Tomace
[Jarman []1.ae[] 2 1oxace

20, JUWLAH SALLFAN 2T, KEDALAMAN SUMUR .
s e el s (111




LSPOP BAGIAN BELAKANG

C DATATAMEAHARN UNTU

PABRN, | BENGKEL / GUDANG f PERTANLAN (IPB = 1/5)

mmmmm 29. LERAR BENTANG (m)
30, DAYA DUKUNG 31, KELILING DINDING (m)
LANTAI (Kgim2)

Dmmn;mmm 29)
33 KELAS BANGUNAN [ ] 1. Kates 1 HELE

BN

ED:D 32. LUAS MEZAANINE (m) [T [ |

STANDARD

D TOKD FAPOTIN | PASAR | RUNO { 1PB = 4}
33, KELAS BANGUNAN D 1. Kaimy 1

[] 2 nemsz

|:| FLMAH SAKIT | KLINIK [JP8 = 5)
33, HELAS BANGUNAN D 1. Wolmg 1

38, LLIAS KAMAR DEMGAN
AL CENTRAL [m2)

[] 2 xotes 2

D OLAH RAGA | REKREASH [ JPB = §)
33, KELAS BANGUNAN |:| 1, Helas 1

] 2 wolan 2

D HOTEL / WISMA (JPB = T

30, JENIS HOTEL [[] 1. vonResor

0 anAnENTaNG [ | 1Beangs || 2 Bintang 4 [] 3 sovang 5 [] «Brang12 [ ] 5 Bintang
sammone [ TTT] pigimiioy [T T T T Jowspmesn o T T 11

' [T} sascunian pariar (78 « 12)
4. TIPEBANGUNAN [ ] 1.Toms

[ 2ices

[ 3 oez D"-“’."-

|:| APARTEMEN [JPE = 13)
45 RELAS BANGUNAN [ | 1. Kelas 1

A = 53 1 S S

[] 2 xeiasz

AT, Luas Apariemen ogn
AL CENTRAL [m2)

[T 3 w3 O 4 Kolas 4
4B, LUAS RUANG LAN
DGH AC CENTRAL (2}

T 1T

D TANGKI MINYAX (JP8 = 15)

_axmams wouiof TTTT]

sn.u.:mmmg 1. ATAS TANAH D 2. BAWAH TANAH

[ ] GEDUMG SEKOLAK (1P = 16)
S1.KELASBANGUNAN [ | 1.Ksias 1

[] 2 kews2z

=

L1411

F IDEMTITAS PENDATA } BEJAR

PETUGAS PENDATA

54, TARGGAL KUNJINGAN KEMBALI ] "[
50, TANDA TANGAN

57, HNAMA JELAS

ul"WHIIITHHIIJIHIIl

E. PERILAIAN INDIVIDUAL (1000 R}

AT YAMG BERW

samamovoun [ T T TTTTTTT

VEMANG

MENGETAMLI PEJABAT BERWEMNANG

8. TANGGAL PEvELmIAN | | | 1] |

[l 1]

51, NAMA JELAS

sewe | || TTTPTTITTTRT]




FORMULIR KARTU DATA REKLAME

KARTU DATA
PERHITUNGAN PAJAK REKLAME
TAHUN ..commmmisrans
NOMOR
URUT

1 Nama Wajib Pajak

2 Alamat
3 Jenis Reklame, Ukuran,
Jumiah

4 Lokasi Pemasangan

- Kawasan Lokasi
Pemasangan

- Sudut Pandang

Klas Jalan

PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP/PERMANEN

A. NILA] STRATEGIS LOKASI (1) {2 (3) {4)
- Indeks Nilai Kawasan Lokasi Pemasangan
- Indeks Nilai Sudut Pandang
- Indeks Nilai Klas Jalan
Jumilah Indeks NSL
B. | NILAI SEWA REKLAME {1} (2) | (3} (6]
- Nilai Strategis Lokasi
- Ukuran Reklame
- Jangka Waktu Pemasangan
- Hargs Satuan Reklame Rp Rp -
- Unit/Lembar/Buah/Kegiatan
"Bl NSR = Rp
B2 MNSR . Rp
B3 N5SR : = Rp
B4 NSR H = Rp
C PAJAK REKLAME TERUTANG
Cl.Bl | NSR: Rp X 25% Rp -
C2.B2 | NSR: Rp X 25% Rp -
C3.B3 | NSR: Rp X  25% Rp -
C4. B4 | N5R ; Rp - X 25% Rp -
JUMLAH PAJAK REKLAME TERUTANG Rp -
Mengetahui : PIMranE, ......ociv oo mevaemirnae s

Dibuat Oleh:

NIP. NIP.




FORMULIR PENDATAAN OBJEK PBJT ATAS JASA HOTEL

JL. Bintang No. 1 Tip { 0421 ) 923658
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PBJT ATAS JASA HOTEL

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

DATA OBJEK
NOMOR FORMULIR L T T | 1
STATUS BARU
LAMA
NPWPD L 1 1T I F P T T T T T [ 1
NAMA HOTEL
ALAMAT HOTEL
- KELURAHAN
- KECAMATAN
KLASIFIKAS! HOTEL (PILIH SALAH SATU)
1 [BINTANG SATU 5 |wisma
2 IMELATITIGA & {HOSTEL
3 [MELATI DUA 7 |PENGINARPAN
4 |MELATI SATU 8 [LAIN-LAIN........
TIPE, JUMLAH DAN TARIF KAMAR HOTEL
NO TIPE KAMAR KALSIFIKASI UNIT TARIF {RF) KETERANGAN
1
2
3
4
5
RUANGAN YANG DISEWAKAN
NO JUMLAH RUANGAN TARIF (RP}
IZIN USAHA
- NOMOR
OMZET PERBULAN
DATA WAJIB PAJAK
1 ik NN [ |
MNAMA
ALAMAT
Pinrang,
Petugas Pendata Wiaijib Pajak




FORMULIR PENDATAAN OBJEK PBJT ATAS JASA MAKANAN DAN/ATAU

MINUMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Bintang No. 1 Tlp { 0421 ) 923658

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PBJT ATAS JASA MAKANAN

DAN / ATAU MINUMAN

A.

DATA OBJEK

1

2

10

NOMOR FORMULIR

STATUS

NPWPD

MAMA USAHA

KLASIFIKAS| USAHA

RESTORAN

B

CAFE

7 JLAINNYA. . ...

L8]

FAST FOOD

L]

WARUNG

RUMAH MAKAN

CATERING

IZIN USAHA
- NOMOR

ALAMAT USAHA
- KELURAHAN
- KECAMATAN

JUMLAH

RATA-RATA PENGUNJUNG PER HARI

OMZET RATA RATA PERBULAN

KURS| MEJA

PENGUNIUNG

EEENE

[ rP. |

DATA WAIIB PAJAK

NIK
NAMA,

ALAMAT

NOC. HP

Petugas Pendata BPKPD

Pinrang, /
Waiib Pajak

/20




FORMULIR PENDATAAN OBJEK PBJT ATAS JASA HIBURAN

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

PENDAPATAN DAERAH
JL. Bintang No. 1 Tlp { 0421 ) 923658

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PBJT ATAS JASA HIBURAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

DATA OBIEK

NOMOR FORMULIR
LNF&M.& USAHA

STATUS

NPWPD

LAMA,

l

STATUS KEPEMILIKAN [PILIH SALAH SATU)

1 |BAGI HASIL 4 [PEMAKAI
2 |KONTRAK 5 |PENGELOLA
3 [PEMILIK 6 |LAINNYA
JENIS HIBURAN
1 DISKOTIK
2 KARAOKE
3 PERMAINAN KETANGKASAN
4 PERGELARAN MUSIK
5 LAINNYA.........
KLASIFIKAS! DAN TARIF (KARCIS)
NO KLASIFIKASI JUMLAH {Ruangan, dif} TARIF (Rp).
ALAMAT USAHA
- KELURAHAN
- KECAMATAM
IZIN USAHA
- NOMOR
RATA-RATA PENGUNJUNG PER HARI
[l eencuniune
OMZET RATA RATA PERBULAN | RP. |
DATA WAIIB PAJAK
NIK
NAMA
ALAMAT
Pinrang,
Petugas Pendataan Wajib Pajak/Pengelola




FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KARTU DATA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN FAJAK DAERAH
DAN P_EHDAP&TMDAERAH PAJAK AIR TANAH
J. Birdang Mo, T Telp. j0421) 923658

A.  IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

1 NAMA WAJIB PAJAK I 9 0 0 L L

2 ALAMAT WAJIB PAJAK PP O L

3 NIK / NPWP b L L L b L L L Ll Rk et
4 NAMA USAHA 0 W 0 A 0 L 0 0 L A S 0 S P
5 ALAMAT USAHA el L DR T AR R AT e e
6. NOMOR TELEPON / HP ettt el L

B. DATA OBJEK PAJAK

1. KRITERIA SUMBER DAYA AIR TANAH
[___] AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
[} AR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
[ ] AIRTANAH KUAUITAS TIDAK BAIK. ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
[ 7] AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR AL TERNATIF

et innckr silung pasa kotak Krideria Swanber Daga Ar Tanah yang divaled

2. KRITERIA FERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

[ 1 «eLomeok1
[ 1 xeLompox2
[ 1 xeompoxs
[ ] XELOMPOK 4
[ ] KELOMPOKS

beri tanda ity padi kotok: Knfenn Permtikian den Peryedotams Air Tinah gang domaliznd

|G- INFORMASI LAIN ATAS USAHA WAJIB PAJAK

MENGGUNAKAN SUMUR BOR [] va [ tdak
MENGGUNAKAN METERAN AIR [ ya (] tidak
MENGGUNAKAN SUMBER LAIN R 1 tidak
DALAM JANGKAUAN PDAM [ ] va ] ridak

bert lemia sang pads pada kotak yasg dimmkned

No. Informasi Tambehan Keterangan
1 [umlgh Sumur / Sumber Air
2 |[Jumlah Meteran Air vang digunakan

3 Lain - lairt ...o...e.
it kolpm koo etermmgan yang dmaksud
Pinrang.
Mengetahui Petugas BPFRFD WF /Penanggung Pajak/ Kuasa WP
A P L B J T T Sy o e |

Mams jelas/Cap/ Stempel




KARTU DATA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Tahun Pajak ......

KARTU DATA

PERHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

—

NAMA WAJIB PAJAK
MNama Pemilik

3 Alamat

- Kelurahan

- Kecamatan

L=

B

Jenis Pekerjaan / Kegiatan

m@

Kabid. Pendapatan Daerah

NIP

NO Jenis Material Volume Jumiah Pajak
(Rp.}
1 |Batu Gumﬂg / Batu Kak X Rp Rp.
2 {Pasir X FRp Rp.
3 |Kerikil X Rp Rp.
4 |Sirtu X PRp Rp.
5 |Batu Pecah X FRp Rp.
& |Tanah Timbunan X Rp - Rp.
7 _|Batu Bata/ Batu Merah X Rp Rp.
PAJAK MBLB Rp. -
OFSEN 25% Rp. -
_____ 1
| JUMLAH TOTAL | Rp. -
———— - ——————————— e T |
Tanggal,
Mengetahui Dibuat oleh :

Kasub Bidang Penetapan dan Penagihan

Pajak Daerah

NP

BUPATI PINRANG

IIjWAN HA.MI[{'



LAMPIRAN IIi

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BLANGKO SPPT

2SS, pEMERNTAN KABUPATEN PINRANG ' - . -u'ﬁ
Q,$ MMWWWMW waﬁ?u

BRLAAR MERL Mm mﬁwm mm

SI.IRAT FEHBEHTN"HJM PAJAK TERHUTANG s
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERXOTAAN

NOF - . TAHLIN
i "LETAK DBJEK PAJAK | HAMA DAN ALAMAT WAJIS PRIAK :
| |
| j
| ;
[ NPwP e
DBJEK PAJAK LUAS {M2) KELAS NJGP PER M2 (Ro) | TOTAL NJOP (Rp)
MNIOP Setcacar dasar pengenasn P3E-P2

NJOPTHME [ MIOB T.dak Kene Pajar

{

i NJOP gtiuk penghitungan PEE-FZ

| PBB.P2 yang Tarhutang

LB S ]

; B A B DAN BANGINAN . B2 YALG MATUR Did4YAR (A 1
TGL, JATUH TEMPD ) NG, s e e e e
TEMOKT PLADATARSN g TR A BATIAR,

| :

| NAMA WP i e By

i Lotk Objek Paax Lacamaan ends Tungan

Dsza’deiurahan |
NOF i

SPPT TahunRo ' | '
| 1 Marog farang

E-r-—'-'--l--—--n—-q—:—hj L.



KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

Pengelompokan Nilai Jual Nilai Jual Objek Pajak

Klas Bumi Bumi

(Rp / M*) (Rp / M*)
001 > 14.700.000,- s.d. 15.800.000,- 15.250.000,-
002 > 13.5{1{;:000; sd. 14.700.000,- 14.150.000, -
003 > 12.550.000,- s.d. 13.600.000,- 13.075.000,-
004 > 11.550.000,- s.d. 12.550.000,- 12.050.000,-
005 > 10.600.000,- s.d. 11.550.000,- 11.075.000,-
006 > 9.700.000,- s.d. 10,600.000,- 10.150.000,-
007 > 8.550.000,- s.d. 9,700.000,- 9.275.000,-
008 > 8.050.000,- s.d. 8,850.000,- 8.450.000,-
009 > 7.300.000,- s.d. 8,050.000,- 7.675.000,-
010 > 6.600.000,- s.d. 7,300.000,- 6.950.000,-
011 > 5.850.000,- s.d. 6,600.000,- 6.225.000, -
012 > 5.150.000,- s.d. 5,850.000,- 5.500.000,-
013 > 4.500.000,- s.d. 5,150.000, - 4.825.000, -
014 > 3.900.000.- s.d. 4,500.000,- 4.200.000,-
015 > 3.350.000,- s.d. 3,900.000,- 3.625.000,-
016 > 2.850.000,- s.d. 3,350.000,- 3.100.000,-
017 > 2.400.000,- s.d. 2,850.000,- 2.625.000,-
018 > 2,000.000,- s.d. 2,400.000,- 2.200.000,-
019 > 1.666.000,- s.d. 2,000.000,- 1.833.000,-
020 > 1.336.000,- s.d. 1,666.000,- 1.516.000,-
021 > 1.034.000,- s.d. 1,366.000,- 1.200.000,-
022 > 902.000,- s.d. 1,034.000,- 968.000,-
023 > 744.000,- s.d. 902.000,- 823.000,-
024 > 656.000,- s.d. 744.000,- 700.000, -
025 > 534.000,- 5.d. 656.000,- 595.000,-




Pengelompokan Nilai Jual Bumi

Nilai Jual Objek Pajak

Klas Bumi
(Rp / M*) (Rp / M*)
001 = 14.700.000,- s.d. 15.800.000,- 15.250.000.-
002 > 13.600.000,- s.d. 14.700.000,- 14.15'.].'!]1][],:
003 > 12.550.000,- s.d. 13.600.000,- 13.075.000,-
004 > 11.550.000,- Sd 12.55"'[}.(][][!,; “ 12.050.000,-
005 > 10.600.000,- s.d. 11.550.000,- 11.075.000,-
006 > 9.700.000,- s.d. IU,EDU.Dﬂd,— 10.150.000,-
a7 > 8.550.000,- s.d. 9,700.000,- 9.275.000,-
008 > B.ﬁﬁﬂ.ﬂﬂb,— s.d. 8,850.000,- 8.450.000,-
009 > 7.300.000,- s.d. 8,050.000,- 7.675.000,-
010 > 6.600.000,- s.d. 7,300.000,- 6.550.000,-
011 > 5.850.000,- s.d. 6,600.000,- 6.225.000,-
012 > 5.150.000,- s.d. 5,850.000,- 5.500.000,-
013 > 4.500.000,- s.d. 5,150.000,- 4.825.000,-
014 > 3.900.000,- s.d. 4,500.000,- 4.200.000,-
015 > 3.350.000,- s.d. 3,900.000,- 3.625.000,-
016 > 2.850.000,- s.d. 3,350.000,- 3.100.000,-
017 > 2.400.000,- s.d. 2,850.000,- 2.625.000,-
018 > 2.000.000,- s.d. 2,400.000,- 2.200.000,-
019 > 1.666.000,- s.d. 2,000.000,- 1.833.000,-
020 > 1.336.000,- s.d. 1,666.000,- 1.516.000,-
021 > 1.034.000,- s.d. 1,366.000,- 1.200.000,-
022 >902.000,- s.d. 1,034.000,- 968.000,-
023 = 744.000,- s.d. 902.000,- 823.000,-
024 > 056.000,- s.d. 744.000,- 700.000,-




SKPD PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Bintang No. 1, Telp. 0421-923658 Kode Pos : 91212 Kec. Wattang Sawitto

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Nomor:
Masa Pajak : .....c.crrvreenns L R —
Tahun: ...............
Nama Wajib Pajak
Alamat
Nama Usaha
Alamat Usaha
NPWPD
Tanggal Jatuh
Tempo
Keterangan
No |,  Kode Jenis Pajak Daerah Jumiah
Rekening {Rp.)
i
Jumiah Ketetapan Pokok Fajak 0
Jumilah Sanksi a. Bunga 0
b. Kenaikan 0
Jumlah Keseluruhan :
Dengan Hurf :
PERHATIAN

1 Harap pmyemmn dilakukan melalui BPKPD atau Kas Daerah (Bank Sulsebar, No Rekening :
I ....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

2 Harap Penyetoran Pajak OPSEN dilakukan melalui BKP atau RKUD Provinsi Sul-Sel (Bank Sul-
Sel, No Rekening : .......cco......) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

3 Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1 % perbulan,

BUPATI PINRANG

mr(




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK HOTEL
SURAT PEMBERITAHUAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG PAJAK DAERAH (EPTPD)
EADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK HOTEL
DAN PENDAPATAN DAERAH MARA PAIAK ..., R e P
JI Bintang Mo, 1 Telp. (0421} 923358 TARUN PAIAK e
! Ma.
Tulls mos [/ Buban don patun peeng aiforiar sz afeh. BPNPT)

A. PERHATIAN

Baca petunjuk pengisian

1.

2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huraf cetalk,

3 Setelah diisi dan ditandarengani, herap diserahkan kembali kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak beralkhir,
dan melaiukan pembayaran pajak paling lambat | bulan setelah masa pajak berakhir,

4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dan pembayaran sebagaimana dimalosud angha 3 (tiga) dikenakan
sanksi sesuai ketentuan yvang berlaku.

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

NAMA WAJIB PAJAK

ALAMAT WAJIB PAJAK

MAMA HOTEL

ALAMAT HOTEL

|+ i Ik e

NOMOR TELPON

{C. DATA OBJEK PAJAH

[ wwranc emeat

[ ewrascmms
Ej BINTANG DUA

:| BEUNTANG SATU

UNTUK PENGUSBAHA HOTEL/ PENGINAFAN /WIBMA

1. HLASIFIEAS] HOTEL/FERGINAPAN

[ ] wsiammnoa [] wosres.

[ ] mELamoua [ vexamaeax

L] m=umsaru L] CAIN-LAN e
[] wasman

beril lonada sdang puda otk kelos hobel! pengrisipann ' |esma gaag dimaksud

D. DASAR PERHITUNGAN PAJAK HOTEL

. Dasgr Pengenaan Pojak [DPF) Hetel = Omesd / Pembagaran garyg dilévaria

Peryrelengpora Hotel Re-

2. Pujuk Terulang = { DFP Rp. . ...

et e X Tari) Ptk 0% ) Rp.

Permycdaan Wikl Peapak ¢ Kuasangpe Femildan SPTPD mi dives dengean sebeeor-benam g doan aponbaln erdopod ketidoich

dalam pengisian SPTPD int, sage berserbo dikevaknn sanke sewesl dogen Peeptuman
Dinereeh yaneg berrdnke

Diterima oleh Petugas

BPEPD Pinrang.
WP /Penanggung Pajak/ Kuasa W)

— (- weee

Nama jelas) Cap/Siempel

* Coret yong tidak Perlu
Lembar 1 o Untuk EBEPKED

Lembar 2 o Untuk Warb Pojok




SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN (RESTORAN

SURAT PEMBERITAHUAN
PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG PAJAK DAERAH (SPTPD)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PAJAK RESTORAN
DAN PENDAPATAN DAERAH MASAPAIAK
Ji. Bintang No. 1 Telp. (0421) 923858 TAHUR PAJAK L R
| No.
Ficlis ama ¢ uleer dan et gosyg dilgorkon Dhisi olefy OPPKAD

I. Baca petunjuk pengisian,

Z. Harap diisi dalam rangkap 2 {dua) ditulis dengan huruf cetak.

3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang paling lambat tanggal 10 zetelah masa pajak
berakhir dan melakukan pembayaran pajak paling lambat 1 bulan setelah masa pajak berakhir.

4. Heterlambatan penyerahan SPTPD dan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3 [tiga)
dikenakan sanksi sesuai ketentuan vang berlaku.

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NAMA WAJIB PAJAK

2.  ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NAMA USAHA
4. ALAMAT USAHA

5. NOMOR TELPON

|C. DATA OBJEK PAJAK

Klasifikasi Usaha

[[] restomas [ ] ruman Maxan [ ] waruse [ geron s

beri tanda siflang pade ketak KlasiTas Usahu yang dimakn

~{D DASAR PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN

1.  Dasar Pengenaan Pagjak (DPP) : Jumlah Omeet Penjualan Bps it e

2. Pajak Terutang = { DPP RP.c....coviovoreiesncsonssie e XTa.ﬁfPajall 0 S L

Pemyedaan Wajib Pojak ¢ Kutsonga @ Demgionn SPTPL ini diist dengan sebenar-benamya dan apabile terdapal ketidakbenoran dalam
pengisian SPTP ini, sayn bersedia dikenokan sanksi seswual dengan Peraniran Daerah gar

Beriaio
Diterima oleh Petugas Dinas PPKAD PINFANE, civoiisimnanmnanninnsinas
Tanggal, ccocvviviiiieiiiniiiinnn. WP /Penangpung Pajak/ Kuasa WP"|
o et et o et e . } [ AR o e e e rr e T
Nama jelas; Cap/Stempel
*| Coret vang tidak perlu
Lembar !  : Untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangen dan Asset Daerah

Lembar2 @ Untuk Wajb Pajak



SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD}
PAJAK HIBURAN

SURAT FEMBERITAHUAN
PEMERINTAH KEABUPATEN PINRANG
PAJAK DAERAH [SPTPD)
BADAN PENCELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAX HIBURAN
Ji, Bintang No. 1 Telp. [0421) 9236558 THHUN PASAK 3 oovweecarsenssnsarens : I
Nao.
Tiadis misa ¢ hulon deent wdien grog ddaperken i gy DEPRAD
A. PERHATIAN

1. Baca petunjuk pengisian.

2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huraf cetak.

3. Betelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepoda Badan Keuwangan Daerah
Kabupaten Pinrang paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir, dan melakukan pembayaran
pajak paling lambat 1 bulan sctelah masa pajak berakhir.

4. Keterlambatan penyerahan SPTPD dan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dikenakan
sanicsi sesusl oetentusn vang berlaku.

B. IDENTITAS WAJIE PAJAK DAERAH

2. ALAM AT WA B PATAK e oes s e L et e s baea s eeee et e e mteaaeannnnns

F. ALAMAT LSABA B oiiiiiiiemisie i e i e iemmoe e eeeae e sere e s s ssmesnans s oa s o enmnn s e s £asd e e e pm e

5. NOMOR TELPON e ris s s crme 1t e s et de s b s et amt s e m omammn s e s n e e e e e e £

C. DATA OBJEK PAJAK

L. JENIS HIBURAN YANG DIBELENGGARAKAN :

JENIS HIBURAN a. O R 0 A S I B - .

2. KLASIFIKAS] DAN TARIF TANDA MASUE | EARCIS )

Omzet [Jumlpgh Pembayaran
Tarif Jumlah Tenda
Na. Klasifikasi Masak (Karcis) yang diterima pesyelenggera
(Rp.) Terjual /Jana Hiburan
iRy
1.
2.
3.
4,
5.
Jumish Total
11 kesrlam: kel dan tany yng demeakd
D. DASAR PERHITUNGAN PAJAK HIBURAN
DASAR PENGENAAN PAJAK (DFF) Omezet/Jumlah Total Pembavaran yang diterima Rp
HIBURAN penyelenggara Hiburan i
PAJAK TERUTANG = [DPF Rp ...cc ® Taril Fajak ... =l | Rp.

Fempateean Waih Pojak ¢ Kuosanga ;

Dewrikian SPTED ni dils derepan sebenar-berarmya don apeabila terdapeat ketclakbenars dalam
pengisian SPTPD ini, soya tersede dikenninmn sanksi sesiio dengan Peraturan Deeral yang
berbadn

Diterima oleh Petugas Dinas PPEAD

Pinrang, - ...........

WF /Penanggung

Pajak/ Kuasa WF")

Miema jeian) Cap) Srempel

*| Coret yang tidak perlu

Fermbar T
Lembar 2

(ke (hinns Pendapatan Pengelolnon Kenangan don Asser Dacrmb
Untuk Wanh Pajak




LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

PAJAK DAERAH
LAMPIRAN
FEMERINTAH KABUPATEN PINRANG SURAT PEMBERITAHUAN
BADAN PENGELOLAAN XEUANGAN DAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PENDAPATAN DAERAH PAJAK ....ccoiierens
JL. Bintang No. 1 Tlp [ 0421 ) 923658 MABA PAJAK ¢ .o, "
TAHUN PAIAK e esmassssii
[ Mo.
Tephts iz berkary diom Pl yamng dbiaporiom Irtwd ol BRI
A. PERHATLAN
1.  Baca petunjuk pengisian.
2.  Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak,
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Pinrang paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir, dan melakukan
pembayaran pajak paling lambat | bulan setelah pajak berakhir,

B. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH

1. NAMA WAIIR PAJAK

ALAMAT WAJIB PAJAK

NAMA USAHA

2
3.
4. ALAMAT USAHA

lc. Dnst oLEm wAE PAJAK/ PENANGGUNG PAJAK/ mm WP

Data Omzet / Pembagaran pang diterima Penyelenggara Hotel

Tgl Omzet Tgl Omzeet

1 17

2 is

3 19

4 20

5 21

6 22

7 23

3] 24

g 25

10 26

11 a7

12 28

13 29

14 30

15 31

16 Sub Jumloh
Sub Jumlah : Total Jumiah :

Pervigatean Wajih Pojak / Kuasargo

Dorikdan Lampiran SPTPD ini diisi dengou selenar-benaraga dan apaliin wrdagea ketudakberan
dalam pengisian lampéran SPTRD ind, sapa dersedia dikenainn sanksi sesuel dengan Peratunan
Dvernh yang beriaki

Diterima cleh Pemugas BEUD PIMESNE, . cccvimiemrmvarinnsiiainnns
Tanggal, ..c.ococvrriarinainen WP /Penanggung Pajak/ Kuasa WF*|
{ L h | T b }
N, pelis,' Capp Sttt
*} Coret yang tidak periu
Lembar 1 : Untuk Badan Keuangan Daerah
Lembar 3 ¢ Untuk Wajib Pojxk




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PBB-P2

b o

i} X
B o
Hw i
i o
= 1% Xx)
gx i}

%l R

off

Tl Pt T ‘I'i-l;'hm
e yrg sy =8 ! | Con BarwPrn




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG BADAN

FEEGEWLMH KEUANGAN DAN PENDAPATAN SSPD

DAERAH

31 Bintaog No. 1, Telp. 0421923658 Kode Pos : 91213 { SURAT SETORAN PAJAK DAERAH )

Kec. Watlangsawito

MOmOT: ...
Masa Pajak : ........ PR ST
Nama Wajib Pajak
Alamat
Mama Usaha
Alamat Usaha E
NPWPLD
NOPD
Keterangan .
Menyetor Berdasarkan i SKPD . SPTPD " SKPDKBT
T OSKPDT . SPTPDN ©* SK Keberatan
SKPDKB ] SK Pembetutan 7 Lainlain

Dokumen Penetapan
Masa Pajak
Tahun Pajak :
Menyetor Seeara : . Tunai . Bank . QRIS
Bank Penerima Setoran ¢ Bark SULSELBAR

Dengan ricizn penerimaan setoran sebagai berikut :

No Nilai
Kode Rekening Jenis Pajak Denda
i 41010702001  |Pajuk ..
Jumiah
Terbllang © oo rersmrmrras e
Ruang Uniuk Teraan Kas Register/T anda Diterima Oleh . Disator Oleh : Terima Tangan Pelugas
Penarima

PEMBAYARAN SAH BILA ADA TERAAN MESIN KAS REGISTER

fembar

" Wajib Pajak E.Elm
? Badan Pajak dan Retribusi Daerah

* Bank




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD - BPHTB) LEMBAR
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAH BUM DAN BANGUNAN (BPOP PEB)
BADAN PENGELCLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
A, 1 Mama Wb Pajak 2. NIK, : 3. Ma. Telp
4 Alamal Yyaph Fajas
5 Hewranan  Dess & RT/AW : I Kecamatan
B Habupaten ! Kola # Kade Bag : 140, NPWP
B. 1. Nomnar Cbgek Fajak (NUH) PibE Mama W Lama
<. Lelak Tanah dan alas Bangunan
3 Meurahan © Desa 4 RT/RW
§ Hecamaan & Hasupaten - Koda
Permtungan NJOP FBB
{raian Luas m? NJOP PBE fm? Luas x NJOP PBB im™
Tanah (Bumi} 1. 9 "
Bangunan . 10, 12,
NJOPPBB | 13
14 Harga Trarsahsi
15. Jenis Perstenan Hak Alas Tanah dan Bangunan
16 Nomor Sertkkat
C. PENGHITUNGAN BPHTB { Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak
Milen Peroiehan Ohpeh Pk | NPOF; 1
Mt Pertienan Otk Pags Tukak Kena Paak (NPOPTK) 2
Ml Favoighan Ohyeh Pagas Kenz Pgak (NE0PH ) anghs 1 aigha 2 3
Bea Parplehan Hak Alas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% 3 ongha 3 4
D. Jumlsh setoran berdasarkss ©
a Perhitungan Wajib Pajok
b STPD ! SHPDHD / SKPCKET Momor - o _ s iy ey Tanggal:® . _.___. gl s o i
C. Pangurangan deitung sendin
JUMLAH YAMG DISETOR [dengan angha)y Drengan Huswl
Tslsh Drvwificasi
Prrang, gt Manegatanal R
WAIB PAJAK / PENYETOR PRAT / NOTARIS Oueriema JHeh o eIt

Namp bngiep. Sempel & Enalangen | Nemp kngkor ool & hingdaiongan | Narrs knghep, stempe 8 taadaiangen

Bomor Dhokournet |

Hamya Dilsi
= )

MNOP PEE Ban -

BUPATI PINRANG

I!WAN HHM[D"




LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Bintang MNo. | Telp. (421) 923658

b

3
4
3.
a.
7
8
9
1

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
[ SKPDKB )

Nomor : ........

Nama Wajib Pajak
Alamat

NPWPD

NOPD

Jenis Pajak

Namsa Objek Pajak
Alamat Objek Pajak

...............................................................

Masa P S e

Tahun Pajak

0. Jatuh Tempo Pembayaran

PERHITUNGAN PAJAK

Perds /Pasal f Ayat Tarif Duear Pengenaan Besar Pokok Pajak
Pajuk Pajak
1 2 3 4

" Rp Rp

a. Jumlah Polkok Pajak Rp

b. Jumlah Pokok Pajak Yang Telah Dibayar Rp

c. Jumlah Pokok Pajak Kurang Bayar (a-b} Rp

d. Jumlah Kenaikan Pajak (........ xal Rp

e, Jumlah Sanksi Bunga {onemex...binj Rp

f. Jumilah Pajak Yang Harus Dibayar {c+d + e] Rp

Terbilang
PERHATIAN -

Harap penyetoran pajak yang harus dibsvar tersebut diatas dilekukan melalui BPKPD atau
Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Bukti pembayaran agar disampaikan Urndt Pclayanan Pemunguran Pajak Daerah

Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewal tanggal jatuh tempo, dikenakan
sanksi administrasi berupa unga sebesar 1% per bulan.

Pinrang.. . ..o

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah




SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Bintang No. | Telp. (0421) 923658

T T —

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAMAN
{ SKPDKBT )
[y ol i3 1o o

1. Nama Wgjib Pajak TSN P RS U ORI O 0 S S O S A
Alamat H S

=

------------------------------------------------------------------------------------

4. NOPD I msssicterstesersesesessarines nrenesas HEAEH T s a ek s P ——
5. Jenis Pajak e e rEre e LR AN £e AR R R R gL enkn e
6. Nama Objek Pajak S LA e s DA o P e
7. Alamat Objek Pajak D eesrrrtrreseriseasn s ise s asanis i S L L Lk AR AR et b rmn
8. Masa Pajak SR YO S N . S O A e O O A ey [ N Y OV B B S0
9. Tahun Pajak L e e
10. Jatuh Tempo Pembayaran F ek emn e AR R4S 4 e £ e R SR RS § 42 s

PERHITUNGAN PAJAK

Perda Pasal | Tarif Dasar Pengenaan Pajak Besar Pokok Pajak
/ Ayut Pajak

Semula Tambahan Semula Tambahan

1 2 a 4 5 [

a. Jumlah Kurang Bayar Tambahan Rp

b. Jumlah Sanksi Kenaikan |.......xa ) Rp

¢. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Rp

Terbilang 3L N 0 PN YR 0 S YOO R M N Sl M O O

PERHATIAN

l. Harap penycioran pajak yang harus dibayar terscbut diastas dilakukan melalui BPEPD atau
Kas Deerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

2. Bukti pembayaran sgar disampaikan Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah

3. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar | % per bulan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah




SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
(SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Bintang No. 1 Telp. (0421) 923658

SURAT KETETAFPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
{ SKPDLE )
Nomor ; .ooeeeviricnnss

Nama Wajib Pajak
Alamat

[ e -

NFWPD

NOFPD

Jenis Pajak

Nama Objek Pajak
Alamat Objek Pajak

Masa Pajak

. Tahun Pajak

10. Jatuh Tempo Pembayaran

LPNO N PO

PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat Tarif

Dasar Pengenaan Besar Pokok Pajak
Pajak

Rp

a. Jumlah Pokok Pajak
b. Jumlah Kredit / Pajak telah dibayar

c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b -a )

g8 e 8

Terhilang

PERHATIAN

Apabila kelebihan pembayaran pokok Pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati
Tanggal.......ccceeeeneee.o., maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 1| % per bulan.

Pinran
gl-‘ EE R L R e

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah




SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
(SKPDN)

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN PENDAPATAN DAERAH

JI. Bintang No. 1 Telp. (0421) 923658

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

{ SKPDN )
14 (07 11 To ) R

1. Nama Wajib Pajak
2. Alamat

3. NPWPD
4. NOPD —
5. Jenis Pajak
6. Nama Objek Pajak
7. Alamat Objek Pajak
8. Masa Pajak
9. Tahun Pajak
10. Jatuh Tempo Pembayaran
PERHITUNGAN PAJAK

Perda/Pasal/Ayat Tarif Dasar Pengenaan Besar Pokok Pajak
Pajak Pajak
1 2 3 4
% Rp Rp

Te. Jumlah Pokok Pajak Rp
b. Jumlah Kredit / Pajak telah dibayar Rp
c. Jumlah Pajak Kurang / Lebih Bayar (a- b} NIHIL

Terbilang
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah




SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPDy
PAJAK .............

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

1. Bintang Mo, T Telp, (08211923658

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK...........
{ STPD )
Nomor HI PP e Tanggal Penerbitan P onkieremeeas
Masa / Tahun Pajak PR ENE Tanggal Jatuh Tempe  : ......... ...

I Telah dilakukan penelitian/ Verifikasi, pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukt
permulaan atas pelaksanaan kewajiban pajak ... -
Nama Wajiby Pajak :
NPWPD :
NOPD
Alamat Objek Pajak

Il. Dari penelitian / Verifikasi/ pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulasn tersebut
L diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikur :

N URAIAN TAGIHAN | JUMLAH

Pajak yang harus dibayar Rp

Telah dibayar Rp

Kurang dibayar (a-b| Ep

6o e

Sanksi Administrasi :

1). Bunga atas pembetulan SPTPD Rp
mengakibatkan utang pajak menjadi
lebih besar

2]. Bunga atas pembayaran atau Rp
penyetoran pajak yang dilakukan setelah
tanggal jatuh tempo pembavaran

3). Bunga atas kekurangan pembayaran pajak Rp
akibat salah tulis dan/atau salah hitung

4. Jumlah sanksi administrasi { [ +2+3 Rp

e. |Jumlah yang masih harus dibayar {c+d.4 ) Rp

Terbilang e e e L LSS e AR R €61 g1 g8 e MRS 524 o s ermas

PERHATIAN
1. Harap penyetoran pajek yang harus dibavar tersebut diatas dilakukan melalui BPKPD atau
Kas Deerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah [SSFL.
2. Apabila SKPDKB ini tidak alau kurang dibayar setelah lewar langeal jatuh tempo. dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 1 % per bulan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuengan
dan Pendapaian Maerah

BUPAT] PINEANG

t—m \
WAN HAMID
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